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BAB II 

TINJAUAN UMUM ITHBA<T NIKAH DAN MAQA>S{ID AL-SHARI<’AH  

A. Ithba>t Nikah 

1. Pengertian ithba>t nikah 

Ithba>t nikah merupakan gabungan dari dua kata yaitu “ithba>t” 

dan “nikah”. Kata ithba>t  merupakan masdar dari kata athbata, 

yuthbit, ithba>tan yang mempunyai arti penetapan.
1
 Sedangkan nikah 

secara bahasa adalah  َءطَ الو ملضَ ا َ ,  yang artinya ialah bersenggama atau 

bercampur.
2
 sedangkan menurut istilah ialah suatu akad yang 

menyebabkan diperbolehkannya persetubuhan seorang lelaki dengan 

perempuan selama perempuan terseut bukan perempuan yang 

diharamkan diikahi menurut syara’.
3
 

Dalam Kompilasi Hukum  Islam difinisi tentang pernikahan, 

sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 2 ialah “perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitha>qan ghali>d{an untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

Sedangkan arti nikah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 tentantang perkawinan pasal 1 ayat (1) ialah “ikatan lahir batin 

antara seorang peria dengan seorang wanita seagai suami isteri 

                                                           
1
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia), (yogyakarta: Pustaka 

Progresif, 1997) 145. 
2
 Djaman Nur, fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1. 

3
 Wahbah Zuhaili, Al-fiqh al-isla>mi wa Adillatuhu, (Damisyq: Dar Fikr,1998), 29. 
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dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dari penjelasan diatas apabila dua kata ithba>t dan nikah 

digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ithba>t nikah 

ialah penetapan oleh Pengadilan Agama terhadap ikatan yang dapat 

memperbolehkan terjadinya hubungan suami istri, sebagaimana yang 

telah dirumuskan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa 

ithba>t nikah adalah penetapan oleh Pengadilan Agama atas 

pwerkawinan yang sah tetapi tidak mempunyai akta nikah.
4
 

Dengan demikian pada dasarnya ithba>t nikah ialah penetapan 

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas pernikahan seorang 

lelaki dengan perempuan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan 

aturan syariat Islam yaitu telah memenui syarat dan rukun nikah. 

Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pihak pemerintah 

yang berwenag yaitu, bagi orang yang beragama Islam dicatat oleh 

pegawai pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama setempat. 

Ithba>t nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti 

bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan 

JurisdiktioVoluntair. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya 

karena, didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon 

untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara 

voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya 

                                                           
4
 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 

339. 
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tidak terdapat sengketa,sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya 

perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali ada kepentingan 

Undang-Undang menghendakinya.
5

 Perkara voluntair yang diajukan 

ke Pengadilan Agama seperti: 

a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu 

untuk melakukan tindakan hukum. 

b. Penetapan pengangkatan wali. 

c. Penetapan pengangkatan anak. 

d. Ithba>t nikah. 

e. Penetapan wali adhal. 

2. Dasar Hukum Ithba>t Nikah 

Dalam peraturan yang belaku di Indonesia, perkawinan 

tidaklah dianggap cukup hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum syari’at Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya yang 

telah dirumuskan dalam fiqh saja. Namun dalam UU No. 1 Th.1974 

di jelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-

undangan yang berlaku, sehingga pernikahannya mendapatkan akta 

nikah. Dalam hal ini yang berwenang mencatat perkawinan bagi 

orang Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah di kantor urusan agama. 

Sehingga apabila perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan 

akta nikah dapat diajukan ithba>t nikahnya ke Pengadilan Agama. 

                                                           
5 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), 41. 
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Kewenangan ithba>t nikah bagi Pengadilan Agama pada 

awalnya adalah diperuntukkan untuk mereka yang melangsungkan 

pernikahan dibawah tangan sebelum diberlakukannya UU No. 1 

Th.1974 tentang perkawinan. Tetapi kewenganan tersebut 

berkembang di Pengadilan Agama. 

Mengenai ithba>t nikah Permenag No. 3 Tahu 1975 dalam 

pasal 39 ayat (4) memberikan ketentuan bahwa jika KUA tidak bisa 

membuktikan duplikat akta karena catatannya telah rusak atau 

hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus 

dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Namum aturan ini 

hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum 

Undang-Undang No. 1 Th. 1974 bukan perkawinan yang dilakukan 

sesudahnya Undang-Undang ini. 

Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam juga memberikan 

ketentuan yaitu pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan 

isbat nikahnya di Pengadilan Agama”. Dalam pasal 7 ayat (3) 

disebutkan bahwa ithba>t nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 

Agama ialah perkara yang berkenaan dengan hal sebagai berikut:  

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b) Hilangnya akta nikah. 

c) Adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu syarat 

perkawinan. 
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d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut UU No. 1 Th. 1974.
6
 

Dengan berdasrkan penjelasan diatas, maka kompilasi hukum 

islam (KHI) telah memberikan kewenangan terhadap Pengadilan 

Agama dalam perkara ithba>t nikah yang melibihi Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974. 

Pencatatan perkawinan yang kemudian dibuktikan dengan 

akta nikah merupakan suatu hal yang penting dalam hukum 

perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini berdasarkan firman Allah 

surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:
7
 

                          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Q.S. al-Baqarah. 282. 

 

Dalam kitab-kitab fiqh para ahli fiqh terdahulu tidak menjelaskan 

mengenai hukum pencataant perkawinan atau akta nikah. Akan tetapi 

sesuai dengan perkembangan zaman maka pencatatan perkawinan ini 

harus diperhatikan dengan serius dengan mempertimbangkan 

kemaslahatan dan  dampak yang tidak dinginkan bagi mereka yang 

perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah. Sebagaimana yang 

telah ditegaskan dalam kaidah fiqh : 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, ( Jakarta: Departemen Agama RI), 137. 

7
 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Dār al-

Sunnah, 2010), 407. 
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  ةا ح  ل  صْ م  لْ با  ط  وْ ن   م   ةا ي  عا ى الر  ل  ع   اما م  الْا  ف  ر  ص  ت  
Artinya: “suatu tindakan pemerintah bertitik terjaminnya 

kepentingan dan kemaslahatan rakyat”.
8
  

 

pelaksanan peraturan pemerintah yang mengatur tentang 

pencatatan dan pembuktian peerkawinan dengan akta nikah 

merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
9
 

Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menyatakan: 

 انا م  زْ لْ  ا يّ ا غ  ت   با  اما ك  حْ الْ   ر  ي   غ  ت    ر  ك  نْ ي   ل  
Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan 

zaman”. 

 

pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 

(1) KHI ialah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi warga 

masyarakat yang beragama Islam. Ketentuan tersebut diatas 

merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi 

keharusan mencatat pernikahan tersebut bukan berarti pencatatan 

perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya 

perkawinan. Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga hanya bertujuan untuk 

menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.
10

 

                                                           
8
 A. Jazuli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014), 147. 

9
 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Idonesia, ( Jakarta: Sinar Grafik, 2007), 30. 

10
 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulus di 

Indonesia dan Hukum Islam. (jakarta: Sinar Grafika, 2010), 113.   
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Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif saja. 

Akan tetapi ia mempunyai manfaat yang sangat begi kepentingan 

perkawinan, manfaat ini ialah: 

a. Manfaat yang bersifat preventif yaitu untuk menanggulangi 

terjadinya kekurangan atau penimpangan rukun dan syarat-syarat 

perkawinan baik menurut agama maupun Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia. Dengan ini dapat menghindari pelanggaran 

terhadap kompetensi relatif pegawai pencatat nikah. 

b. Manfaat akta nikah yang bersifat refresif, yaitu bagi suami istri 

yang karena suatu perkawinannya tidak dapat di buktikan dengan 

akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan untuk 

mengajukan permohonan ithba>t nikah ke Pengadilan Agama, 

pencatatan inilah selanjutnya disebut dengan tindakan refresif 

dengan maksud agar masyarakat melangsungkan perkawinannya 

tidak hanya mementingkan aspek hukum fiqh saja tetapi jga 

menganggap penting aspek keperdataannya.
11

 

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan 

ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang 

di atur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan 

kesucian perkawinan, terutama bagi perempuan dalam kehidupan 

rumah tangganya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan 

dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di 

                                                           
11

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000 ), 117. 
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antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang 

lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak masing-masing. Kerena dengan akta tersebut, suami 

isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah 

mereka lakukan.
12

  

karenanya agar setiap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan 

dengan akta nikah bisa  mempunyai kekuatan hukum, hendaknya 

ithba>t nikah tidak dibatasi alasan-alasan tertentu saja, akan tetapi 

diberi peluang seluas mungkin bagi para pihak yang mempunyai 

kepentingan,  yaitu suami, istri, anak-anaknya dan setiap orang yang 

mempunyai hubungan darah, terutama dalam tujuan untuk 

memperoleh kedudukan sebagai ahli waris atau dalam masalah 

melaksanakan tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap kewajiban 

pewaris dalam masa hidupnya. Begitu juga hendaknya permohonan 

ithba>t nikah bisa dilakukan oleh istri yang lain bagi seorang yang 

melakukan poligami, guna mempermudah tuntutan istri terdahulu 

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
13

  

3. Akibat Hukum dari Ithba>t Nikah 

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Pencatat 

Nikah adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara legal kedua mempelai 

                                                           
12

Ibid, 107. 
13

 Neng Jubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat ( Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), 374. 
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akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan 

Agama. 

Lain halnya dengan perkawinan yang tidak mempunyai akta 

nikah, maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan 

semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengesahan secara 

hukum untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah 

dilangsungkan untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta 

kelahiran anak, pendaftran sekolah dan juga status dari anak yang 

dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap 

instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan 

adanya akta pernikahan. 

Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh suami 

isteri secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

akan membawa konsekuensi dan akibat hukum, yaitu: 

a. Timbulnya hubungan antara suami isteri yang sah menurut 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungannya 

sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk 

menegakkan rumah tangganya. 

b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang 

terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta 

benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama 
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perkawinannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 

sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974. 

c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Timbulnya 

hubungan hukum yang pasti antara orang tua dan anak 

mengakibatkan anak berhak mendapatkan perlindungan dari 

kedua orang tuanya, baik menyangkut biaya hidup, pendidikan, 

kesehatan, maupun terhadap perlindungan keamanan dalam 

pengasuhannya. Dalam pandangan hukum bahwa perkawinan 

yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan 

tersebut menjadi anak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

 

B. Konsep Maqa>si}d al-Shari>’ah  

1. Pengertian Maqa>si}d al-Sha>ri’ah 

Menurut bahasa Maqa>si}d al-Sha>riah merupakan gabungan dari 

dua kata yaitu maqa>s}id yang artinya kesengajaan atau tujuan dan 

Sha>ri’ah yang mempunyai arti jalan menuju sumber air atau juga 

dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.
14

  

Secara istilah Maqa>sid al-Shari>’ah berarti tujuan Allah dan 

Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat 

diketahui dari penelusuran dalam ayat-ayat al Qur’an dan Sunnah 

                                                           
14

 Totok Jumantoro, Kamus Usul Fiqh, ( jakarta: Sinar Grafika, 2005 ), 196.  
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Rasulullah sebagai alasan logis dalam merumuskan hukum yang 

berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.  Dengan kata lain, 

maqa>s{id Shari>’ah adalah tujuan ditetapkannya suatu hukum.
15

 

Adapun tujuan dari Maqa>s{id al-Shari>’ah adalah untuk 

kemaslahatan manusia. Menurut al-Gazali yang dimaksud dengan 

mas}lahah adalah suatu usaha untuk mencapai kemanfaatan dan 

mencegah kemudaratan bagi manusia. Kemaslahatan dapat 

terialisasikan dengan baik apabila terpenuhi dan terpeliharanya lima 

unsur pokok, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan 

harta.
 16

 

2. Prinsip Maqa>sid al-Shari>’ah  

Tujuan umum disyari’atkannya hukum Islam ialah untuk 

memenuhi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah untuk 

memelihara lima pokok; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta.  

Ulama us}u>l berbeda pendapat mengenai urututan dari lima hal 

pokok ini. Menurut al-Zarkasyi urutannya ialah memelihara jiwa, 

harta, keturnan, agama dan akal. Adapun menurut al-Amidi adalah 

agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sedangkan menurut al-Qarafi 

memelihara jiwa, agama, keturunan, akal dan harta atau kehormatan. 

Namun urutan yang dijadikan pegangan oleh banyak ulama ialah 

                                                           
15

 Satria Effendi, Ushul Fiqh, ( Jakarta: Prenada Media, 2005 ), 233. 
16

 Al-Gazali, Al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul, ( Beirut: Dar Al-Fikr, 2003) 286. 
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pendapat al-Gazali yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dn 

harta. 

Kelima hal pokok ini  menurut al-Syatibi disebut dengan al- 

qawa>’id al-kulliyyat atau al-kulliyyat al-khams. Penetapan kelima 

pokok ini diambil dari dalil-dalil al Qur’an dan al hadis, seperti dalil 

kewajiban shalat, larangan membunuh sesama manusia tanpa hak, 

larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina, 

dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. 

Kelima hal pokok di atas dibagi kepada tiga tingkatan untuk 

mempermudah penetapan hukum, yaitu sesuai kebutuhan d{aru>riyat, 

kebutuhan ha>jiyat, atau kebutuhan tahsi>niyat. 

a. Al-Maqa>s}id al-D{aru>riyat 

Kebutuhan Dharuriyyat merupakan kebutuhan primer dalam 

segala aspek bagi manusia, yaitu apabila kebutuhan ini tidak 

tercapai maka akan merusak keselamatan umat manusia baik di 

dunia maupun di akhirat. Kebutuhan d}aruriyat ini harus 

dipelihara karena mempunyai sifat yang esensial bagi umat 

manusia. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta 

merupakan kebutuhan esensial yang harus dijaga, jika tidak 

dijaga maka akan terancam eksistensi kelima hal pokok di atas. 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 

 

b. Al-Maqa>s}id al-ha>jiyat 

Kebutuhan ha>jiyat adalah kebutuhan sekunder, yaitu apabila 

kebutuhan ini tidak terwujud umat manusia akan mengalami 

kesulitan tetapi tidak sampai mengancam keselamatannya. 

c. Al-Maqa>s}id al-tahsi>niyat 

Kebutuhan tahsi>niyat merupakan tingkat kebutuhan pelengkap 

sehingga tidak sampai menyulitkan manusia atau mengancam 

keselamatannya. Kebutuhan ini hanya sampai pada tingkat 

kepatutan umat manusia. 

Ketiga pokok diatas jika dilihat dari segi kepentingannya 

berbeda satu sama lain. Da>ruriyat adalah induk dari  ha>jiyat dan 

tahsi>niyat, jika maslahah d}aru>riyat tidah terpelihara dengan baik 

maka akan berdampak pada maslahah ha>jiyat dan tahsi>niyat, 

dikarnakan maslahah d}aru>riyat adalah hal-hal yang fard}u adapun 

ha>jiyat berkaitan dengan hal-hal yang sunnah sedangkan tahsi>niyat 

adalah suatu yang sifatnya penting namun tidak sampai pada tinkatan 

sunnah.17 

Dengan demikian hukum-hukum Islam yang disyari’atkan 

untuk memelihara kebutuhan pokok (d}aru>ri) merupakan hukum yang 

terpenting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian, hukum-

hukum yang disyari’atkan untuk menyempurnakan untuk memenuhi 

kebutuhan sekunder (ha>ji). Selanjutnya hukum-hukum yang 

                                                           
17

 Wahbah al- Zuhaili, al- wajiz fi Usuli al-Fiqh, (Bairut: Daru al-Fikr, 1999), 223. 
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disyari’atkan untuk kepentingan-kepentingan memperbaiki atau 

meperindah (tahsini) dan hukum ini ini dianggap sebagai hal yang 

menyempurnakan kepada hukum yang disyari’atkan untuk kebutuhan 

sekunder. 

Pada dasarnya baik kelompok d}aru>riyat, ha>jiyat, maupun 

tahsi>niyat adalah untuk memelihara kelima pokok diatas, yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
18

  

1. Memelihara agama  

a. D{a>ruriyat: melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tidak 

dilaksanakan maka akan terancamlah eksistensi agama. 

b. Ha>jiyat: shalat jama’ dan shalat qashar bagi yang bepergian. 

Shalat ini untuk menghindari kesulitan, jika tidak dilaksanakan 

maka tidak akan terancam eksistensi agama tetapi hanya akan 

mempersulit orang yang sedang bepergian tersebut. 

c. Tahsi>niyat: menjaga kebersihan badan baik dalam shalat 

maupun di luar shalat sebagai bentuk mengikuti petunjuk 

agama. 

2. Memelihara jiwa 

a. D{a>ruriyat: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup. 

b. Ha>jiyat: berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat 

dan halal. 

                                                           
18

 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131. 
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c. Tahsi>niyat: tata cara makan dan minum. 

3. Memelihara akal 

a. D{a>ruriyat: diharamkan meminum minuman keras atau 

memabukkan untuk menjaga eksistensi akal. 

b. Ha>jiyat: menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak dilakukan tidak 

akan merusak akalnya, tetapi dapat mempersulit dalam 

pengembangan ilmu pengetahuannya. 

c. Tahsi>niyat: menghindarkan diri dari mengkhayal. 

4. Memelihara keturunan 

a. D{a>ruriyat: disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. 

b. Ha>jiyat: suami dianjurkan untuk menyebutkan maharnya pada 

waktu akad, agar suami tidak membayar mahal misl. Atau 

adanya hak thalaq bagi suami jika suatu saat rumah tangganya 

tidak harmonis maka suami dapat mempergunakannya agar 

tidak kesulitan. 

c. Tahsi>niyat: khitbah atau walimah dalam perkawinan. 

5. Memelihara harta 

a. D{a>ruriyat: tidak dibolehkan mengambil harta orang lain dengan 

cara yang tidak benar. 

b. Ha>jiyat: jual beli dengan cara salam. 

c. Tahsi>niyat: menghindarkan penipuan dalam jual beli sebagai 

etika bermu’amalah, bukan sebagai syarat sah dan tidaknya jual 

beli. 


